
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomQr 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan J angka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

ten tang 
dalam 

1950 
Kecil 

Tahun 
Kota 

1. Undang-Undang Nomor 17 
Pembentukan Daerah-daerah 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota Magelang Tahun 2024; 

Menimbang 

WALI KOTA MAGELANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG 
NOMOt2. l7 1A-Hv N .u,:,.g 

TENT ANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 

WALI KOTA MAGELANG 
PROVINS! JAW A TENGAH 



Pasal 4 
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 
2024 disusun dalam 2 (dua) buku, yang terdiri atas: 
a. BUKU I, yang memuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) tahun 2024 dengan sistematika, sebagai berikut: 
1. BAB I : PENDAHULUAN; 
2. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 
3. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 

DAERAH; 
4. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH; 
5. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH; 
6. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH; dan 
7. BAB VII : PENUTUP. 

b. Buku II, memuat evaluasi pelaksanaan program dan 
kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 
2024 dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) sampai dengan tahun 2024. 

Pasal 3 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang 
tahun 2024 digunakan sebagai pedoman penyusunan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024. 

Pasal 2 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang 
tahun 2024 merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka 
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan 
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran 
Sementara (PPAS) tahun 2024. 

Pasal 1 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 
2024, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah 
dokumen perencanaan pembangunan Kota Magelang untuk 
periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 
2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024. 

PERATURAN W ALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024. 

MEMUTUSKAN: 

- 2 - 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN .2-01; NOMOR 17 

LARSITA 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 7 c)1JH ?--0'- 3 

WALi KOTA\MAGELANG, 

MUCHAMAD NUR AZIZ 

Ditetapkan di Magelang 
pad a tanggal 7 ~11 so i 3 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. 

Pasal 5 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

- 3 - 



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 

1.1.1 Proses Penyusunan 

Proses penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2024 dilaksanakan secara runtut dalam 6 (enam) 
tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal RKPD; penyusunan rancangan RKPD, 
pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Tahap pertama yang 
dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi 
mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi 
perencanaan pembangunan daerah. 

Penyusunan RKPD 2024 diawali dengan perumusan Rancangan Awai RKPD, dilanjutkan dengan 
perumusan Rancangan RKPD yang pada dasarnya memadukan materi pokok yang telah disusun dalam 
Rancangan Awai RKPD dengan tema tahun perencanaan serta arah kebijakan nasional dan provinsi. Elaborasi 
dilakukan terhadap isu-isu strategis dan prioritas kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk 
diselaraskan dengan program-program prioritas yang dihasilkan dari penelaahan Rancangan Renja OPD. Proses 
teknokratis ditempuh melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi tim penyusun, pelaksanaan Forum OPD, 
pelaksanaan Focus Group Discussion, penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD serta hasil konsultasi publik dan 
musrenbang yang dilaksanakan di Kelurahan dan Kecamatan. 

Tahapan pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan untuk memastikan dan mengkonfirmasi hasil 
Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, serta usulan saran masukan hasil FGD yang diakomodir oleh Perangkat 
Daerah terkait sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan serta 
Berita Acara Hasil FGD. Forum OPD juga dilaksanakan untuk mengkonfirmasi telaah Pokok Pokok Pikiran DPRD 
yang diperoleh dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui Reses yang dilaksanakan pada tahun 2020. Tahap 
selanjutnya adalah melaksanakan Verifikasi rencana kerja perangkat daerah untuk memastikan lntegrasi 
Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan 
kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap- 

RKPD Kota Magelang Tahun 2024 merupakan perencanan tahun tiga RPJMD Kota MagelangTahun 2021- 
2026 untuk mencapai Visi Kota Magelang Maju Sehat dan Bahagia. Pada tahun 2024 tema yang diusung adalah 
BERKARYA UNGGUL UNTUK MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA. Terna ini untuk diarahkan untuk pengembangan daya 
saing daerah didukung dengan masyarakat yang berdaya. Untuk sinergitas perencanaan, maka RKPD Kota 
Magelang tahun 2024 juga disusun dengan berpedoman kepada RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja 
Pemerintah tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2011-2031, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. 

RKPD Kota Magelang tahun 2024 yang disusun tahun 2023 untuk dilaksanakan di tahun 2024 disusun 
dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2022. Rencana kerja 
pemerintah daerah ini menjadi acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah 
tahun 2024. Rancangan Akhir RKPD Kota Magelang Tahun 2024 akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota 
Magelang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2024 akan menjadi pedoman 
penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS) Kota Magelang yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD Kota 
Magelang Tahun 2024. 

1.1 LATAR BELAKANG 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

LAMPI RAN 

PERATURAN WAL! KOTA MAGELANG 

NOMOR f 7 TAHUN 2023 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERlNTAH 
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 



7-2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 

MUCHAMAD NUR AZIZ 

WALIKOT MAGELANG, 

evaluasi, dan melakukan analisa terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2024 ke dalam Renja OPD 2024 

serta prioritas dan pagu indikatif OPD 2024. 

Demikian agar dokumen perencanaan tahunan RKPD 2024 ini dapat dilaksanakan sebagaimana 

ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 


